
 

 

WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA 
NOMOR 55 TAHUN 2024 

 

TENTANG 
 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  

TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA SAMARINDA, 

 

Menimbang  :  a. bahwa untuk menyesuaikan tugas dan fungsi serta susunan 

organisasi pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;  

    b. bahwa Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota 

Samarinda Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan 

perundang-undangan, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali 

Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. 

 

Mengingat :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang 

Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2756); 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja 

pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 

3); 

8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda 

(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4), 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 3) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 22); 

 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KOTA SAMARINDA 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Samarinda; 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Samarinda; 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda; 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah; 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda; 

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya 

disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Samarinda;  

7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;  

8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda; 

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang 

tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai 

kebutuhan Daerah; 

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur 

pelaksana teknis darah yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang tertentu;  

11. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dipimpin oleh 

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas 

atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin satuan unit kerja 

mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 
 

BAB II 

KEDUDUKAN 
 

Pasal 2 

 
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 
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BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

 
Pasal 3 

 

(1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: 

a. Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

d. UPTD. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh 

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin 

oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris. 

(4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan 
tugas dan fungsi dibantu oleh Pejabat Fungsional yang terdiri dari: 

a. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal; 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

(5) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 
 

BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 
 

Bagian Kesatu 

Dinas 

 
Pasal 4 

 

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas 

menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang Perizinan dan 

penanaman modal Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 5 
 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penetapan kebijakan teknis bidang perijinan dan penanaman modal Daerah 

sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah; 

b. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian kebijakan teknis bidang 

pengembangan energi sumber daya mineral dan promosi, pengkajian 

pengembangan potensi dan perencanaan kebijakan, pengembangan energi dan 

sumber daya mineral serta promosi dan pemberdayaan dunia usaha; 

c. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian kebijakan teknis bidang 

pelayanan perijinan dan nonperijinan, pelayanan perijinan, pelayanan 

perijinan tertentu dan nonperijinan serta pengolahan data, informasi dan 

fasilitas; 
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d. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan 

teknis bidang pengendalian, pemantauan dan pembinaan serta penanganan 

pengaduan dan pengawasan; 

e. pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas; dan 

f. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

 
Bagian Kedua 

Sekretariat 

 
Pasal 6 

 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang 

meliputi koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, 

kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan 

pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. 

(3) Sekretariat membawahi sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan 

bertanggungjawab langsung kepada sekretaris. 

 
Pasal 7 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan; 

b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran; 

d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan; 

e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan 

informasi dan pengaduan; 

f. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;  

g. pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan dinas/retribusi;  

h. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;  

i. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan; 

j. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;  

k. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat 

Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); 

l. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan; 

m. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas; 

n. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat 

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu; 

o. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ 

aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas; 

p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; 

q. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan 

r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Ketiga 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 
Pasal 8 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(1) huruf b angka 1, mempunyai tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang 

tugasnya; 

b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan 

ketatausahaan;  

c. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan; 

d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan 

sarana prasarana kantor; 

e. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/ 

rumah tangga; 

f. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan 

pengelolaan inventarisasi barang; 

g. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang 

daerah dan aset daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas; 

h. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas; 

i. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka 

peningkatan kompetensi pegawai; 

j. menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan penempatan pegawai non 

struktural dan fungsional; 

k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai; 

l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai; 

m. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu melalui website maupun 

permintaan data langsung; 

n. menyusun tatalaksana dan Standar Pelayanan penanganan pengaduan dan 

pemberian informasi, 

o. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan; 

p. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur 

(SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), 

Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); 

q. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; 

r. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan 

s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

 

BAB V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN TIM TEKNIS 
 

Pasal 9 

 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan 

keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan 

menyelenggarakan fungsi sesuai kelompok jabatan fungsionalnya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi: 

a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis 

dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan 

sektor usaha maupun wilayah; 
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b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman 

modal lingkup daerah; 

c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah 

dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara 

lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup 

daerah; 

d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman 

modal lingkup daerah; 

e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri; 

f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal; 

g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor 

usaha dan wilayah; 

h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman 

modal, dan pendampingan hukum; 

i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan 

penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan 

perundang-undangan; 

j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi 

penanaman modal; 

k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis 

terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman 

modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan 

l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, 

pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan 

penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi pengolahan data 

perizinan berusaha dan nonperizinan; 

c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi dan 

pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; 

d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan 

perizinan berusaha dan nonperizinan; 

e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan 

nonperizinan; 

g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah 

teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan 

h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, 

pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan 

konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 10 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri 

atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi 

dalam kelompok sesuai sifat dan keahliannya. 



8 
 

(2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 11 

(1) Pada Kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi pelayanan 

terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan 

pelayanan perizinan berusaha dan perizinan nonperizinan; 

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan berusaha dan 

nonperizinan; 

(3) Tim teknis sebagaimana dimasksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat 

daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai 

daengan bidangnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 

 
 

BAB VI 

UPTD 
 

Pasal 12 

 
(1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan 

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) klasifikasi 

meliputi: 

a. UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan  

b. UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. 

(3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur 

selaku wakil Pemerintah Pusat.  

 

 

BAB VII 
TATA KERJA 

 

Pasal 13 

Tata kerja Dinas dilaksanakan dengan menerapkan prinsip integrasi dan 

sinkronisasi, baik dalam lingkungan Dinas dengan Perangkat Daerah, maupun 

dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. 

 

Pasal 14 

(1) Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin dan 

mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk 

bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

(2) Pimpinan Unit Organisasi mengawasi bawahannya dan dalam hal terjadi 

penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Pimpinan Unit Organisasi dalam Dinas berkewajiban mengikuti dan mematuhi 

petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya. 

(4) Pimpinan Unit Organisasi dalam Dinas berkewajiban menyampaikan laporan 

pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya. 
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Pasal 15 

(1) Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat membentuk tim kerja. 

(2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan anggota. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan tim kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota. 

 

 
BAB VIII 

JABATAN 
 

Pasal 16 

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Jabatan 

Eselon II b. 

(2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator dengan Jabatan Eselon III 

a. 

(3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Jabatan Eselon IV a. 

 

 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 17 

(1) Pejabat yang telah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku tetap 

melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru 

berdasarkan Peraturan Wali Kota ini. 

(2) Pejabat administrasi yang belum dialihkan kedalam jabatan fungsional 
diberikan penghasilan yang besarannya sama dengan besaran penghasilan 

pada jabatan saat ini. 

(3) Semua ketentuan mengenai sub koordinator yang ada sebelum Peraturan Wali 

Kota ini berlaku dibaca dan dimaknai sama sebagai ketua tim kerja sepanjang 

tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini. 

(4) Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional, diberikan 

penghasilan yang besarannya sesuai dengan jenjang jabatan fungsionalnya 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan sejak Pejabat 

Administrasi dialihkan dan dilantik menjadi Pejabat Fungsional sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

(6) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, perangkat daerah yang 

membidangi kepegawaian wajib menyesuaikan nomenklatur jabatan dan 

melakukan pelantikan setelah mendapatkan persetujuan instansi pembina 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 18 

 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 40); 

b. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 268);  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 19 

 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda. 

 
 

 
Ditetapkan di Samarinda 

pada tanggal 17 Desember 2024 

WALI KOTA SAMARINDA, 

ttd 

ANDI HARUN 

Diundangkan di Samarinda 

pada tanggal 17 Desember 2024 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 

ttd 

HERO MARDANUS SATYAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 522 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Daerah Kota Samarinda 

Kepala Bagian Hukum, 

 
 

 

ASRAN YUNISRAN, SH 
Penata Tingkat I / III d 

NIP. 19800509 200604 1 011 



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 30 TAHUN 2024   
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA 

 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KOTA SAMARINDA 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

Diundangkan di Samarinda 

pada tanggal 17 Desember 2024 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,            WALI KOTA SAMARINDA 
                             Ttd                              Ttd                          
        HERO MARDANUS SATYAWAN                               ANDI HARUN 

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 522 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Daerah Kota Samarinda 

Kepala Bagian Hukum, 
 
 
 

ASRAN YUNISRAN, SH 
Penata Tingkat I / III d 

NIP. 19800509 200604 1 011 
 

UPTD 

SEKRETARIS 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

KASUBAG UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

DINAS 

SALINAN 


